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IBUKOTA FERAIRATE
®  Ibukota Provinsi B Garis Fantai
@ == sungai
& waduk
T Wilayah KPBPR

Yang Memberikan Ferlindungan Terhadap
Bawahaniya (11)

- Kawasan Hutan Lindung

- Kawasin Resapan Alr

Kawasan Perlindungan Setempat (1.2)

Batas ZEE kesepakatan, belum d

Batas ZEE Indonesia

Kawasan Suaka Alam, Felestarian Alam dan Cagar Budaya (13)
- Kawasan Suaka Alam.
- Kawasan Pantai Berhutan Bakau
- Kawasan Cagar Budaya dan llmu Fengetahuan
| Kawasan Rawan Bencana Alam (14)
ah Longsor
clombang Pasang.
seologi

©  Batas Laut Teritorial Indonesia - Singapura

dan Kawasan Rawan Abrasi

KAWASAN BUDIDAYA
S K
BN Kawasan Peruntukan Rermukiman

Kepadatan Tingg; (1)

8 Kawasan Feruntukan Fermukiman
SR Kepadntn Sedong 02

Y Kawasan Poruntukan Kinan
SN o P ke
BBl covasan Peruntukan Indusir (34)

o1

B3 | Kawasan Feruntukan Pendidikan, Kesehatan,
Sosial-bucaya, Riset dan Teknologi (86.)

Kawasan Peruntukan Pariwisata (85)
Kawasan Budidaya, Lain (86)

Kawasan Peruntukan Bandar Udara 86.1)

Kawasan Peruntukan Felabuhan (86.2)
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“ona B4 yang berdasarkan
i bid:

masih diteta pan sebaga

masih ditciapkan scbagai hutan lindung

¥ona B6.5 yang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang

masih ditetapkan scbagai hu

masih ditetapkan scbagai huta
Waduk/Danau yang berdasarkan keten
perundang-undangan di bidang kehutas
masih ditetapkan scbagai huta

oma B2 yang berdasarkan ket

etapkan scbagai lamas buru
Zona L8 yang berdasarkan ketentuan peraturan

n peraturan
n [ perundang-undangan di bidang kehutanan

masii ditetapkan sebagai tanan bura
[ 7= 5y rdaarkan et pe

masih difelapkan scbagai taman bura
[ e/ Danan yang berdasarkan kefontuan peraturan

perundang-undangan di bidang kehutanan
‘masih ditetapkan sebagai taman buru
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n peraturan

Va7 Zona B3 yang berdasarkan ketentuan peraturan
% perundang-undangan di bidang kehutanan
scbagai hutan p terbatas
[ 7ove o berdasrkan keentuan perauran gy Zona B4 vang berdusaian ketentan perturan
perundang-undangan di bidang kehutanan perundang-undangan di bidang kehutanan
i ditetapkan sebagai kawasan pelestarian als sebagai hutan produksi terbatas
an peraturan

masih ditetapkan sebagai taman
Zona B6.5 yang berdasarkan ketentu

yang berdasarkan keten

di bid
‘masih ditetapkan schagai hutan prod.
Zana L2 yang berdasarkan ketentuan peratuan
perundang-undangan di bidang kehutanan
‘masih ditetapkan sebagai hutan produksi

Zona B6.3 yang berdasarkan ketentuan peraturan

‘masih ditelapkan scbagai hutan produksi terbatas
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Zona B3 yang berdasarkan ketentuan peraturan

Zona 165 yarg berdasrkan kelenhuan peruursn
perundarg-undangan i bidarg kch
tetapkan scbagai hutan prodl
Yang dapat dkonverst
I 7o 4 o berdusaian einvuan pessturas (g Zona 6.5 yangbexdasaan ekt peruran
perundang-undangan di bidang kehutanan peruniarg wndargan i bidang kchutaran
masih ditetapkan sebagai hutan produksi wtan produksi
yang dapat dikonversi

kel
produksi terbatas

yang dapes dkonvers
o 362 yang berdasarkan ietentuan perauan [FEEEY g berdasrian kteun peraursn
dangan di bidang,

apkan sebagal hutan produt

yang dapat dikonversi Yo dapat Shomvers

yang dapat dikonversi
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SUMBER PETA
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Felalawan, Kabupaten Kokan Hulu, Kabupaten Rokan
Kabupaen Karimun, Kabupaten N
Tambahan

nbaran Negara Repul
iran Negara Republik Indonesia Talun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 48501

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Ferbentukan Kota Tanjungginang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 2001 Nowor 85,

5.5_ n Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4112)

tentang Pembentukan Provinsi Kepulawan Riau (lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1011,
Indonesia Nomor 4237)

Peraturan Femerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Mes
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,
Feraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 entang Kawas

tem

Kabupaten Bintan
umibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605)

Nomor 4757)
diubah dengan Peraturan Femerintah Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiin 2011 Nowor 16,
Tambahan Lenbaran Negara Republik lindonesia Nomor 5195)

Feraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

CLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 donssia Nomor 4758)

Peraturan Pemerintah N
(Lembaran Negara Repul
Feraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Fembentukan, Penghapusan, dan Fenggabungan Dacral
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2007 Namor 162, Tambahan Lembaran Negira Republik Indonesia Nomor 4751)
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Peta Dasar Rupa Burni Skala 1 : 50,000 Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang Edisi Tahun 1984 dan 2009,
Badan Koords vei dan Femetaan Nasional
500,000 Tahun 2008, Kementerian Fekerjaan Umum.

. Peta TGHK Provinsi Riau Skala 1 1 500.000 Tahun 1986 (SK Menhut No : 173/Kpts-1/ 1986), Kementerian Kehutanan

utan Wilayah Pulau Batam, Kementerian

nan
5,000 Tahun 1990, Kementerian Kelmtanan

n 1992

n Tata Batas Hutan Lindung. 20,000 Tahun 1999 (Lampiran SK Menhut No - 525/Kpts-11/1999,
‘Tangzal 6 Juli 1999), Kementerian Kehutanan
Peta Penetapan Kawasan Hutan Lindung Gunung Jantan - Betina $kala 1 - 20,000 Tahun 2004 (Lampiran SK Menhut No : 80/Kpts-11/2004,
Tanggal 10 Maret 2004), Kementerian Kehutanan
el Fuga To lna | s Kb el 19501000 ki 3008, BAEI Voo Kt
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
td.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Pudji Budi Astuti



